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Filsafat Politik Feminis Kritik terhadap Struktur Kekuasaan 

Patriarki dalam Sistem Politik 

 
Ririn Anggreni Pulungan 

Penelitian ini menggali konsep filsafat politik feminis sebagai kritik terhadap struktur kekuasaan patriarki yang 
terakar dalam sistem politik. Latar belakang penelitian memberikan gambaran umum sejarah patriarki dalam 
politik, dengan fokus pada peran gender dan kekuasaan. Rumusan masalah mengajukan pertanyaan mengenai 
bagaimana struktur kekuasaan patriarki tercermin dalam sistem politik dan dampaknya terhadap peran serta hak 
perempuan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis konsep patriarki dalam konteks kekuasaan politik serta 
menilai dampaknya terhadap partisipasi dan representasi perempuan dalam politik. Penelitian ini memiliki manfaat 
praktis dalam menyumbangkan perspektif feminis terhadap politik dan dapat memberikan dasar bagi perubahan 
kebijakan guna mencapai kesetaraan gender dalam sistem politik. 
 
Dalam bab pembahasan, penelitian mengeksplorasi dasar teoretis dari filsafat politik feminis, termasuk definisi dan 
evolusinya. Kritik terhadap struktur kekuasaan patriarki dalam politik dianalisis secara mendalam, termasuk 
dampaknya terhadap kebijakan dan praktik politik. Selanjutnya, penelitian memeriksa dampak struktur kekuasaan 
patriarki terhadap peran dan hak perempuan dalam politik, dengan fokus pada representasi dan partisipasi. Selain 
itu, penelitian mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam mengubah struktur kekuasaan patriarki dan 
mengeksplorasi upaya resistensi untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam politik. Penelitian juga melakukan 
perbandingan dengan perspektif lain terkait politik dan gender, menyoroti kesamaan dan perbedaan konsep. 
 
Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang kritik filsafat politik feminis terhadap kekuasaan 
patriarki dalam sistem politik. Kesimpulan menyoroti temuan utama dan implikasi praktis serta teoretis dari 
penelitian ini, memberikan kontribusi pada literatur tentang politik, gender, dan filsafat politik feminis. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Filsafat politik feminis merupakan aliran pemikiran yang muncul sebagai respons terhadap 

ketidaksetaraan gender yang melibatkan struktur kekuasaan patriarki dalam berbagai aspek 

kehidupan sosial, termasuk dalam sistem politik. Latar belakang historis menunjukkan bahwa 

selama berabad-abad, perempuan telah menghadapi tantangan dan pembatasan yang mengakar 

dalam fondasi kebijakan politik dan struktur kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam 

terhadap filsafat politik feminis dan kritiknya terhadap kekuasaan patriarki dalam sistem politik 

menjadi krusial untuk merespons tantangan kesetaraan gender. 

 

Sejarah manusia mencatat keberadaan kekuasaan patriarki yang telah membentuk dasar sistem 

politik di berbagai masyarakat. Dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan politik dan 

pemberian hak-hak kepada kaum pria telah menjadi norma yang sulit diubah. Awalnya, 

kekuasaan politik dipegang oleh kaum pria karena struktur masyarakat yang patriarkal 

memandang perempuan sebagai subyek yang tidak setara. Hal ini tercermin dalam 

ketidaksetaraan hak politik dan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan. 

 

Pada abad-abad awal, ketika filsafat politik masih dalam tahap perkembangan, kaum feminis 

awal seperti Mary Wollstonecraft mulai menunjukkan kritik terhadap ketidaksetaraan gender 

dalam masyarakat. Wollstonecraft, melalui karyanya "A Vindication of the Rights of Woman" 

pada abad ke-18, mengadvokasi hak-hak politik perempuan dan menantang pandangan 

patriarkal yang merendahkan peran perempuan dalam kebijakan dan politik. Meskipun 

demikian, perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan patriarki dalam politik belum terjadi 

pada masa itu. 

 

Pada abad ke-20 dan 21, gerakan feminis semakin menguat, membawa tantangan signifikan 

terhadap sistem politik yang diwarnai oleh kekuasaan patriarki. Gerakan hak-hak sipil 

perempuan, gerakan feminis gelombang kedua, dan gerakan feminis kontemporer telah secara 

kolektif memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak politik dan kesetaraan dalam 

pengambilan keputusan politik. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, tantangan yang 

masih dihadapi oleh perempuan dalam mencapai kesetaraan politik adalah kompleks dan 

memerlukan analisis filosofis mendalam. 

 

Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana struktur kekuasaan patriarki 

tercermin dalam sistem politik, dan apa dampaknya terhadap peran serta hak perempuan dalam 

konteks politik. Pertanyaan ini muncul karena melalui lensa filsafat politik feminis, kita dapat 

mengidentifikasi dan mengkritisi asumsi-asumsi patriarkal yang masih berlaku dalam 

pembentukan dan pelaksanaan kebijakan politik. 

 

Pertama, penting untuk memahami bagaimana kekuasaan patriarki tercermin dalam institusi 

politik. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap struktur kebijakan, norma politik, dan 

dinamika kekuasaan yang memegang kendali dalam pengambilan keputusan politik. Kritik 

filsafat politik feminis mendorong kita untuk melihat melampaui apa yang terlihat secara nyata 

dan mengidentifikasi bagaimana dinamika kekuasaan tersebut merugikan perempuan. 

 

Kedua, dampak struktur kekuasaan patriarki terhadap partisipasi dan representasi perempuan 

dalam politik menjadi pusat perhatian. Bagaimana perempuan diperlakukan dalam proses 

politik, sejauh mana hak-hak mereka dihormati, dan sejauh mana kebijakan yang dibuat 

mewakili kebutuhan dan perspektif perempuan, semuanya merupakan pertanyaan penting yang 

perlu dijawab melalui analisis filosofis. 
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Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep patriarki dalam konteks 

kekuasaan politik dan menilai dampak struktur kekuasaan patriarki terhadap partisipasi dan 

representasi perempuan dalam politik. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kritik 

filsafat politik feminis, diharapkan dapat ditemukan jalan untuk merumuskan solusi dan 

langkah-langkah menuju sistem politik yang lebih inklusif dan setara.  
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Perumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur kekuasaan patriarki tercermin dalam sistem politik? 

2. Apa dampaknya terhadap peran dan hak perempuan dalam konteks politik? 

Tujuan Penulisan 

1. Menganalisis konsep patriarki dalam konteks struktur kekuasaan politik 

2. Menilai dampak struktur kekuasaan patriarki terhadap partisipasi dan representasi 

perempuan dalam politik 

Manfaat Penulisan 

1. Menyumbangkan wawasan baru terkait perspektif feminis terhadap politik 

2. Memberikan dasar bagi perubahan kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender dalam 

sistem politik 

 

  



 

5 

PEMBAHASAN 

A. Filsafat Politik Feminis: Dasar Teoretis 

 

Filsafat politik feminis adalah aliran pemikiran yang menggabungkan unsur-unsur filsafat 

politik dengan analisis gender, dengan fokus pada pengungkapan dan pemahaman 

ketidaksetaraan gender dalam struktur kekuasaan politik. Definisi ini berkembang seiring 

evolusi pergerakan feminis dan semakin menggali dimensi politik dari ketidaksetaraan gender. 

Filsafat politik feminis tidak hanya mendefinisikan ulang konsep-konsep klasik dalam filsafat 

politik, tetapi juga menyoroti ketidaksetaraan gender sebagai hasil dari pembagian kerja yang 

patriarkal dan penindasan historis terhadap perempuan. 

 

Patriarki adalah konsep sentral dalam filsafat politik feminis yang merujuk pada struktur sosial 

dan politik yang memberikan kekuasaan dan kontrol kepada laki-laki, sementara perempuan 

diposisikan dalam posisi subordinat. Filsafat politik feminis menggali akar patriarki dalam 

sejarah dan menyelidiki cara bagaimana sistem ini memengaruhi distribusi kekuasaan dalam 

masyarakat. Dengan memahami patriarki sebagai fondasi struktural, filsafat politik feminis 

bertujuan untuk membongkar norma-norma yang mendukung ketidaksetaraan gender. 

 

Analisis kekuasaan dalam filsafat politik feminis melibatkan pemahaman mendalam tentang 

bagaimana kekuasaan didefinisikan, didistribusikan, dan dijalankan dalam konteks gender. 

Konsep kekuasaan dalam filsafat politik feminis tidak hanya melibatkan struktur formal 

kekuasaan politik, tetapi juga mencakup dinamika kekuasaan yang terjadi di dalam rumah 

tangga, tempat kerja, dan institusi sosial lainnya. Pemikiran ini mengeksplorasi cara di mana 

perempuan seringkali dihantui oleh ketidaksetaraan kekuasaan dan bagaimana konsep ini 

meresap ke dalam kebijakan dan keputusan politik. 

 

Filsafat politik feminis menekankan pentingnya resistensi sebagai respons terhadap 

ketidaksetaraan gender. Resistensi tidak hanya diartikan sebagai perlawanan fisik, tetapi juga 

melibatkan upaya untuk menggulingkan norma-norma patriarkal dan membangun tatanan baru 

yang lebih inklusif. Konsep ini mencakup peran perempuan dalam membangun solidaritas, 

memperjuangkan hak-hak reproduksi, dan menghadapi stereotip gender. Resistensi dalam 

filsafat politik feminis juga mencakup upaya untuk mengubah institusi dan sistem yang 

memperkuat ketidaksetaraan gender. 

 

Dalam konteks praktis, pemahaman filsafat politik feminis memiliki implikasi yang signifikan 

terutama dalam pengembangan kebijakan publik. Analisis patriarki membantu mengidentifikasi 

area-area di mana ketidaksetaraan gender terjadi, memungkinkan perancangan kebijakan yang 

lebih inklusif dan adil. Pemahaman kekuasaan memberikan landasan untuk mendekonstruksi 

struktur kekuasaan yang tidak seimbang, sementara pemahaman resistensi memberikan inspirasi 

untuk aksi nyata yang mengubah paradigma sosial dan politik. 

 

Filsafat politik feminis, dengan fokus pada patriarki, kekuasaan, dan resistensi, memberikan 

kerangka kerja teoretis yang kaya untuk memahami dan mengatasi ketidaksetaraan gender. 

Konsep-konsep ini bukan hanya abstraksi filosofis, tetapi juga instrumen analitis yang dapat 

digunakan untuk membentuk kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Dengan menggabungkan 

analisis struktural dan perjuangan praktis, filsafat politik feminis menawarkan pendekatan 

holistik terhadap perubahan sosial yang mengarah pada masyarakat yang lebih setara dan 

inklusif. 
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B. Kritik terhadap Struktur Kekuasaan Patriarki dalam Politik: Analisis dan Dampak 

Terhadap Kebijakan dan Praktik Politik 

 

Struktur kekuasaan patriarki dalam politik merupakan fenomena yang telah meresap dalam 

berbagai lapisan institusi politik. Kritik terhadap patriarki memerlukan analisis mendalam 

terkait dengan bagaimana patriarki tertanam dalam institusi politik dan pengaruhnya terhadap 

kebijakan serta praktik politik. Artikel ini akan membahas secara rinci analisis terhadap 

keberadaan patriarki dalam institusi politik dan dampaknya terhadap kebijakan serta praktik 

politik. 

 

Pertama-tama, perlu ditekankan bahwa patriarki bukan hanya sekadar suatu sistem nilai atau 

norma sosial, tetapi juga sebuah struktur kekuasaan yang melibatkan distribusi kekuasaan yang 

tidak merata antara gender. Institusi politik, sebagai salah satu pilar kehidupan masyarakat, tidak 

luput dari pengaruh patriarki. Analisis terhadap bagaimana patriarki tertanam dalam institusi 

politik mencakup pemahaman tentang ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik, 

representasi perempuan di tingkat kekuasaan, dan norma-norma yang mendukung dominasi 

maskulinitas. 

 

Partisipasi politik perempuan seringkali dihambat oleh norma-norma patriarki yang memandang 

peran tradisional perempuan di ranah domestik. Stereotip gender yang mengaitkan perempuan 

dengan sifat-sifat seperti lemah, emosional, dan kurang kompeten seringkali menjadi hambatan 

bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik. Analisis terhadap partisipasi politik 

perempuan harus melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana norma-norma patriarki 

membentuk persepsi masyarakat terhadap peran politik perempuan. 

 

Selain itu, representasi perempuan di tingkat kekuasaan politik juga menjadi aspek penting 

dalam analisis ini. Keterwakilan perempuan yang rendah dalam lembaga-lembaga politik 

seringkali mencerminkan ketidaksetaraan struktural yang terkait dengan patriarki. Norma-

norma yang memosisikan perempuan sebagai minoritas dalam kehidupan politik menciptakan 

tantangan nyata dalam mencapai pemerataan gender di tingkat kekuasaan. 

 

Dampak dari struktur kekuasaan patriarki tidak hanya terbatas pada tingkat partisipasi dan 

representasi, tetapi juga mencuat dalam kebijakan dan praktik politik. Analisis terhadap 

pengaruh patriarki terhadap kebijakan politik melibatkan evaluasi tentang bagaimana kebijakan 

yang dihasilkan dapat memperkuat atau melawan norma-norma patriarki. 

 

Kebijakan yang mencerminkan pandangan patriarki dapat terlihat dalam berbagai aspek, seperti 

kebijakan terkait dengan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya, kebijakan yang tidak 

memperhatikan kesetaraan gender dalam hal pembayaran upah atau promosi dapat 

mencerminkan ketidaksetaraan yang tersistematisasi. Analisis terhadap kebijakan ini 

membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana norma-norma patriarki memengaruhi 

pembentukan dan implementasi kebijakan di tingkat berbagai lembaga. 

 

Pengaruh patriarki juga dapat terlihat dalam praktik politik sehari-hari, seperti retorika seksis, 

perlakuan tidak adil terhadap kandidat perempuan, dan ketidaksetaraan dalam akses sumber 

daya politik. Pemahaman filosofis terhadap dampak patriarki pada kebijakan dan praktik politik 

dapat melibatkan analisis terhadap konsep keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip 

demokrasi. 
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Dengan menguraikan analisis terhadap bagaimana patriarki tertanam dalam institusi politik dan 

dampaknya terhadap kebijakan serta praktik politik, artikel ini bertujuan untuk menyampaikan 

urgensi kritik terhadap struktur kekuasaan patriarki. Pentingnya memahami bagaimana patriarki 

memengaruhi partisipasi, representasi, kebijakan, dan praktik politik menjadi kunci untuk 

membangun sistem politik yang lebih inklusif dan adil. Dalam menghadapi kritik terhadap 

struktur patriarki, langkah-langkah menuju transformasi yang lebih progresif dapat diambil, 

termasuk advokasi untuk perubahan kebijakan dan pembentukan norma-norma baru yang 

mendukung kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan politik. 

 

C. Dampak terhadap Peran dan Hak Perempuan: Analisis Terhadap Peran Perempuan 

dalam Politik dan Pembatasan Hak Sebagai Konsekuensi Struktur Kekuasaan Patriarki 

 

Peran dan hak perempuan menjadi fokus utama dalam menggambarkan dinamika sosial-politik, 

terutama dalam konteks politik. Artikel ini akan mengeksplorasi dampak terhadap peran dan 

hak perempuan, dengan penekanan pada representasi dan partisipasi politik perempuan, serta 

pembatasan hak sebagai akibat dari struktur kekuasaan patriarki. 

 

Peran perempuan dalam politik menggambarkan sejauh mana mereka terlibat dalam 

pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Representasi perempuan dalam lembaga-

lembaga politik menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana suara mereka diakui. 

Terdapat kesenjangan gender yang signifikan dalam representasi politik, di mana perempuan 

masih kurang mendapatkan tempat yang sepadan dengan kontribusi dan jumlah populasi 

mereka. 

 

Data empiris menunjukkan bahwa perempuan sering kali kurang terwakili di parlemen dan 

posisi kebijakan kunci. Ini menciptakan ketidakseimbangan yang dapat mempengaruhi 

kebijakan yang dihasilkan, karena suara dan pengalaman perempuan dapat membawa perspektif 

yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah untuk meningkatkan 

partisipasi politik perempuan mencakup peningkatan jumlah calon perempuan, pemberian 

dukungan finansial, dan penghapusan hambatan struktural yang menghambat akses perempuan 

ke dunia politik. 

 

Tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam mencapai representasi politik yang adil 

melibatkan stereotip gender dan prasangka seksual. Persepsi bahwa perempuan tidak mampu 

atau kurang kompeten dalam urusan politik dapat menghambat aspirasi politik mereka. Oleh 

karena itu, perubahan budaya yang mendorong penghargaan terhadap kontribusi perempuan 

dalam politik menjadi krusial. 

 

Pembatasan hak perempuan seringkali terakar pada struktur kekuasaan patriarki yang telah 

mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat. Salah satu dampak terbesar adalah 

ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan pekerjaan. Meskipun banyak kemajuan telah 

dicapai, perempuan masih menghadapi hambatan dalam meraih pendidikan tinggi dan 

memperoleh pekerjaan dengan tanggung jawab yang setara. 

 

Di sejumlah masyarakat, hak reproduksi perempuan juga dapat dibatasi sebagai hasil dari 

norma-norma patriarki. Kebijakan yang membatasi akses perempuan terhadap layanan 

kesehatan reproduksi atau mengenai hak aborsi dapat membatasi keputusan dan otonomi 

perempuan terhadap tubuh mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, perempuan bahkan dapat 

menghadapi stigma atau diskriminasi sebagai konsekuensi dari pilihan mereka terkait dengan 

reproduksi. 
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Dalam konteks pekerjaan, kesenjangan gaji antara perempuan dan laki-laki tetap menjadi 

masalah serius. Struktur upah yang tidak adil sering kali mencerminkan ketidaksetaraan dalam 

penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Langkah-langkah untuk 

mengatasi ketidaksetaraan gaji melibatkan peninjauan kebijakan perusahaan, pendukungan 

pemberdayaan perempuan di tempat kerja, dan penerapan kebijakan yang mendukung pekerjaan 

yang adil dan setara. 

 

Dampak terhadap peran dan hak perempuan menggambarkan kompleksitas tantangan yang 

dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender. Melibatkan perempuan secara lebih merata 

dalam kebijakan dan memastikan hak-hak dasar mereka diakui merupakan langkah-langkah 

penting untuk mengatasi pembatasan yang terjadi sebagai akibat dari struktur kekuasaan 

patriarki. Dalam mengatasi ketidaksetaraan ini, pemberdayaan perempuan di semua lapisan 

masyarakat dan perubahan norma-norma yang membatasi hak dan potensi perempuan menjadi 

kunci untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan setara. 

 

D. Tantangan dan Resistensi dalam Mengubah Struktur Kekuasaan Patriarki serta Mengatasi 

Ketidaksetaraan Gender dalam Politik: Sebuah Tinjauan 

 

Mengubah struktur kekuasaan patriarki dan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam politik 

adalah dua aspek yang saling terkait dan mendalam. Artikel ini akan membahas tantangan yang 

dihadapi dalam upaya mengubah struktur kekuasaan patriarki, serta mengeksplorasi upaya 

resistensi dan perubahan yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam ranah 

politik. 

 

Tantangan utama dalam mengubah struktur kekuasaan patriarki melibatkan pertarungan dengan 

norma-norma dan nilai-nilai yang telah lama tertanam dalam masyarakat. Struktur kekuasaan 

patriarki menciptakan hierarki yang mendominasi peran gender, membatasi akses perempuan 

ke berbagai bidang, termasuk politik. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap 

perubahan ini dari kelompok-kelompok yang mempertahankan status quo yang memberikan 

keuntungan pada pihak laki-laki. 

 

Selain itu, stereotip gender yang masih kuat menjadi hambatan serius. Pandangan tradisional 

tentang peran gender seringkali membatasi persepsi masyarakat terhadap kemampuan 

perempuan dalam berpolitik. Perempuan sering dianggap kurang mampu atau kurang cocok 

untuk mengemban tanggung jawab politik tingkat tinggi. Tantangan ini menciptakan 

penghalang psikologis dan sosial bagi perempuan yang ingin terlibat dalam dunia politik, 

menghambat mobilitas mereka dalam mengubah struktur kekuasaan patriarki. 

 

Upaya resistensi dan perubahan dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dalam politik telah 

muncul sebagai respons terhadap tantangan tersebut. Salah satu pendekatan yang ditekankan 

adalah advokasi untuk pemberdayaan perempuan dalam partisipasi politik. Ini melibatkan 

kampanye untuk meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam proses politik, termasuk 

keterlibatan dalam pemilihan umum, penunjukan jabatan politik, dan partisipasi aktif dalam 

pengambilan keputusan. 

 

Selain itu, pendekatan legislatif juga menjadi instrumen penting. Pengesahan undang-undang 

yang mendukung hak-hak perempuan dalam politik, seperti kuota gender, memberikan fondasi 

hukum untuk mendorong partisipasi perempuan. Meskipun seringkali dihadapi dengan 
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resistensi, kuota gender telah terbukti efektif dalam memberikan ruang yang lebih besar bagi 

perempuan dalam dunia politik. 

 

Resistensi terhadap ketidaksetaraan gender dalam politik juga mencakup gerakan advokasi dan 

kampanye kesadaran. Masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan individu-individu 

aktivis berperan dalam menyoroti ketidaksetaraan gender, menyuarakan aspirasi perempuan, 

dan mendorong perubahan sistemik. Media sosial dan platform daring menjadi alat yang efektif 

dalam memberdayakan suara perempuan dan mengorganisir upaya resistensi terhadap struktur 

kekuasaan patriarki. 

 

Tantangan dan resistensi dalam mengubah struktur kekuasaan patriarki serta mengatasi 

ketidaksetaraan gender dalam politik memiliki implikasi praktis yang dapat membentuk masa 

depan yang lebih inklusif dan setara. Mendorong partisipasi perempuan dalam politik bukan 

hanya tentang menciptakan ruang untuk mereka, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan 

yang mendukung dan mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan 

keputusan. Dengan mengenali dan mengatasi tantangan tersebut, masyarakat dapat mencapai 

kemajuan yang lebih besar menuju kesetaraan gender dalam politik. 

 

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengubah struktur kekuasaan patriarki dan 

mengatasi ketidaksetaraan gender dalam politik, perlu ada upaya menyeluruh dan berkelanjutan. 

Tantangan seperti norma sosial, stereotip gender, dan resistensi terhadap perubahan harus diatasi 

dengan upaya yang sinergis. Upaya resistensi dan perubahan yang dilakukan oleh masyarakat 

sipil, organisasi advokasi, dan individu-individu yang peduli merupakan langkah-langkah 

krusial dalam mewujudkan perubahan positif. Dengan terus mendorong kesadaran, melibatkan 

perempuan dalam proses politik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan 

gender, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. 


